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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 
Negara Kesatuan Republik Indonesia dibentuk berdasarkan 

Konstitusinya, yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada tanggal 18 

Agustus 1945 sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan. Undang-Undang 

Dasar Tahun 1945 tersebut memuat tentang tujuan negara. Tujuan negara 

terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang setelah 

empat kali amandemen, terakhir tahun 2002, diberi nama lengkap Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan setelah 

amandemen terakhir, tujuan negara tetap seperti semula dan tidak berubah. 

Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia 

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
1
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 Lihat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 

keempat yaitu ―Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial …‖. Jaminan perlindungan 

warga negara telah diatur dalam beberapa pasal, di antaranya Pasal 27 ayat 2, Pasal 28 A, Pasal 28 

B ayat 2, dan Pasal 28 D ayat 1. 
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Tujuan negara yang merupakan kepentingan utama daripada tatanan 

suatu negara, diwujudkan melalui pembentukan hukum sebagai aturan yang 

mengatur ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Tujuan negara ini kemudian dijabarkan dalam isi atau batang tubuh 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pelaksanaannya 

dalam bentuk pelbagai peraturan perundang-undangan sebagai hukum tidak 

bergerak yang dalam wujud hukum yang bergerak menjadi pemerintahan 

berdasarkan hukum.
2
 Salah satu wujud pemerintah dalam pembentukan 

 

hukum adalah melalui pembentukan pengaturan tentang perkawinan. 

 
Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan 

melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Hal-hal terkait 

perkawinan telah diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

(selanjutnya disebut UU Perkawinan 1974). Perkembangan terbaru telah 

 

 
2
 Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori 

yang mengajarkan hal tersebut, disebut teori-teori yang ethis karena menurut teori-teori itu, isi 

hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran ethis kita mengenai apa yang adil dan apa 

yang tidak adil. Teori-teori tersebut berat sebelah. Ia melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, 

karena ia tak cukup memperhatikan keadaan sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan-peraturan 

umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan hidup. Jika hukum semata-mata 

menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang 

patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum. Dan yang terakhir 

inilah yang harus dilakukan. Adalah syarat baginya untuk dapat berfungsi. Tertib hukum yang tak 

mempunyai peraturan umum, bertulis atau tidak bertulis, tak mungkin. Tak adanya peraturan 

umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak 

adil. Dan ketidaktentuan itu selalu akan menyebabkan perselisihan antara orang-orang jadi 

menyebabkan keadaan yang tiada teratur dan bukan keadaan yang teratur. Lihat L.J. van 

Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan, Diterjemahkan Oleh: Oetarid Sadino, Jakarta: 

Pradnya Paramitha, 2009, hlm. 12. 
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terbit UU No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan 2019). Pasal 1 UU 

Perkawinan 1974 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin 

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Mahaesa. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan 

adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu.
3

 

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar 

kehidupan di alam dunia berkembang biak. Perkawinan bukan saja terjadi di 

kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan.
4 

Oleh karena manusia adalah makhluk yang berakal, maka perkawinan 

merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan 

budaya manusia dalam kehidupan masyarakat, sehingga hak manusia untuk 

berkembang biak pun dijamin oleh Negara. 

 
Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya 

menimbulkan akibat hukum. Secara garis besar terdapat 3 (tiga) macam  

akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perkawinan, yaitu akibat terbadap 

 

 
3
 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm. 1. 

4
 Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, 

Hukum Agama, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 1. 
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hubungan suami istri, hubungan orang tua dengan anak, dan hubungan 

terhadap harta kekayaan suami istri. 

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh perkawinan amat penting, tidak 

saja dalam hubungan dengan kekeluargaannya, tetapi juga dalam bidang harta 

kekayaannya.
5

 Hukum kekayaan terdapat dalam sistematika hukum perdata 
 

menurut ilmu hukum pada buku ketiga. Hukum kekayaan, mengatur perihal 

hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Jika kita 

mengatakan tentang kekayaan seseorang, yang dimaksudkan ialah jumlah 

segala hak dan kewajiban orang itu, dinilai dengan uang.
6

 

Umumnya setiap orang yang melangsungkan perkawinan, pada 

umumnya mereka tidak memikirkan tentang akibat perkawinannya terhadap 

harta kekayaannya, karena mereka hanya melihat dan lebih menitikberatkan 

pada hukum keluarganya. Keadaan yang demikian dapat dimengerti, karena 

orang menikah tidak hanya bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang 

bahagia, tetapi lebih dari itu adalah untuk menjaga agar kehidupan 

kekeluargaan tetap dapat berlangsung terus, sehingga dibutuhkan adanya 

harta benda dalam perkawinan tersebut.
7

 

 
Sebelum terbitnya UU Perkawinan 1974, berdasarkan Pasal 119 

KUHPerdata diatur bahwa akibat perkawinan terhadap harta benda suami 

 
5
 J. Andy Hartanto, Hukum Harta Kekayaan Perkawinan, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 

2012, hlm. 1. 
6
 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, Jakarta: PT Intermasa, 2005, hlm. 16—17. 

7
 J. Andy Hartanto, Loc.Cit. 
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isteri adalah harta campuran bulat dalam harta benda yang diperoleh 

sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh harta 

perkawinan, yaitu harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang 

diperoleh sepanjang perkawinan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka harta 

suami dan istri secara otomatis bercampur menjadi satu, kecuali ada 

perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta. 

Diketahui bahwa dalam UU Perkawinan 1974, mengenal konsep harta 

bersama dan harta bawaan. Dalam Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan 1974 

mengatur bahwa harta bersama yang merupakan harta benda yang diperoleh 

selama perkawinan. Namun demikian dikenal pula harta bawaan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan 1974, yaitu harta masing-

masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing 

sebagai hadiah atau warisan. 

Sejak perkawinan, maka suami istri terikat untuk melaksanakan segala 

peraturan yang terkait dengan perkawinan. Salah satunya, yaitu peraturan 

tentang larangan hibah antara suami istri yang diatur dalam KUHPerdata. 

Pasal 1678 ayat (1) KUHPerdata, melarang penghibahan di antara suami istri, 

selama perkawinan masih ada. Namun demikian, terdapat pengecualian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1678 ayat (2) KUHPerdata, yang mengatur 

mengecualikan hal penghibahan kecil-kecilan mengenai barang-barang 

bergerak yang berwujud yang tidak tinggi harganya kalau dibandingkan 
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dengan besarnya kekayaan si penghibah. Celah hukum yang terdapat dalam 

Pasal 1678 ayat (2) KUHPerdata tersebut berpotensi menimbulkan 

permasalahan hukum dalam masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pasal 1678 

ayat (2) KUHPerdata dapat menimbulkan berbagai penafsiran tentang hibah 

dalam nilai kecil. 

Salah satu sengketa hukum yang terjadi di masyarakat terlihat pada 

Putusan Nomor 723/Pdt.G/2013/PN.Dps. Pada kasus tersebut, hibah terjadi 

antar suami istri dalam masa perkawinan, kemudian akhirnya mereka 

bercerai. Penggugat dalam kasus ini adalah Drs. I Gusti Rai Tantra, yang 

merupakan kakak tertua dari I Gusti Ayu Ita Dewi (Tergugat I), sedangkan 

Tergugat II adalah Sven Hollingger (suami dari Tergugat I), Tergugat III 

adalah Notaris Dewa Putu Oka Diatmika,SH, dan Tergugat IV adalah Kepala 

Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. 

Pada awalnya, I Gusti Ayu Ita Dewi (WNI) menikah dengan Sven 

Hollingger (semula berkewarganegaraan Jerman dan telah menjadi WNI 

sebelum bercerai) pada tanggal 1 Maret tahun 1997 berdasarkan Akta 

Perkawinan No. 30/1997 tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung, 

Provinsi Bali. Sebelum perkawinan, I Gusti Ayu Ita Dewi dan Sven 

Hollingger telah membuat Perjanjian Pemisahan Harta melalui Akta 

Perjanjian Harta Perkawinan yang dibuat dihadapan Notaris pada tanggal 25 

Januari 1997. 
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I Gusti Ayu Ita Dewi dan Sven Hollingger telah mempunyai seorang 

anak bernama Nathan Hollinger yang saat ini berada pada pengasuhan I Gusti 

Ayu Ita Dewi sebagai ibunya, karena akhirnya I Gusti Ayu Ita Dewi dan Sven 

Hollingger bercerai pada tanggal 13 September 2012. 

Selama pernikahan I Gusti Ayu Ita Dewi dan Sven Hollingger, pada 

tanggal 31 Oktober 2011, telah dibuat Akta Perjanjian (untuk /akan 

melakukan Hibah) dan Akta Kuasa (untuk melakukan Hibah) dari pihak istri 

(I Gusti Ayu Ita Dewi) kepada pihak suami (Sven Hollingger). Akta-akta 

tersebut meliputi: 

1. Akta Perjanjian No.37 dan Akta Kuasa No.38 tanggal 31 Oktober 2001 

tentang perjanjian hibah dan kuasa dari pihak istri (I Gusti Ayu Ita Dewi) 

kepada pihak suami (Sven Hollingger) untuk menghibahkan hak tanah 

Sertipikat Hak Milik Nomor: 6729/Kuta terletak di Desa Kuta, Kec. Kuta, 

Kab. Badung, berupa tanah seluas 1.360 m2, SU: 784/1998, 26 Oktober 

1998 atas nama I Gusti Ayu Ita Dewi; 

2. Akta Perjanjian No.39 dan Akta Kuasa No.40 tanggal 31 Oktober 2001, 

tentang perjanjian hibah dan kuasa dari pihak istri (I Gusti Ayu Ita Dewi) 

kepada pihak suami (Sven Hollingger) untuk menghibahkan hak tanah 

Sertipikat Hak Milik Nomor:1074/Kerobokan Kelod, luas: 600m2, SU: 

835/2003, 5 Desember 2003 atas nama I Gusti Ayu Ita Dewi; 



8  

 

 

3. Akta Perjanjian No.41 dan Akta Kuasa No.42 tanggal 31 Oktober 2001, 

tentang perjanjian hibah dan kuasa dari pihak istri (I Gusti Ayu Ita Dewi) 

kepada pihak suami (Sven Hollingger) untuk menghibahkan hak tanah 

Sertipikat Hak Milik Nomor: No. 1943/Kerobokan Kelod, luas: 200m2, 

SU: 1601/2006, 11 Juli 2006 atas nama I Gusti Ayu Ita Dewi; 

4. Akta Hibah Saham PT. Satria Pangan Sejati sejumlah 117 lembar senilai 

Rp. 14.625.000,- (empat belas juta enam ratus dua puluh lima ribu 

rupiah). 

Menurut isi gugatan Penggugat, pembuatan akta-akta tersebut yang 

telah dilakukan oleh Notaris (Tergugat III) merupakan perbuatan melawan 

hukum dan oleh karenanya akta-akta tersebut dianggap batal demi hukum. 

Menurut Penggugat, obyek tanah yang dihibahkan oleh I Gusti Ayu Ita Dewi 

(Tergugat I) kepada Sven Hollingger (Tergugat II), sebelumnya telah 

dialihkan oleh pihak keluarga Penggugat kepada I I Gusti Ayu Ita Dewi 

(Tergugat I). Penghibahan yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Ita Dewi 

(Tergugat I) kepada Sven Hollingger (Tergugat II) dianggap melanggar 

ketentuan Pasal 1678 ayat (1) KUHPerdata, yang melarang penghibahan di 

antara suami istri, selama perkawinan masih ada. Oleh karena itu, pihak 

keluarga istri melakukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Denpasar 

untuk membatalkan perjanjian hibah tersebut. Namun demikian, pada tanggal 

9  Oktober  2014,  Ketua  Majelis  Hakim  menolak  permohonan  pembatalan 
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hibah dengan pertimbangan perbuatan hibah yang dilakukan oleh Drs. I Gusti 

Rai Tantra selaku Penggugat kepada I Gusti Ayu Ita Dewi telah memenuhi 

syarat-syarat hibah yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu telah 

dilakukan dengan akta autentik dan telah diserahkan secara nyata kepada I 

Gusti Ayu Ita Dewi, sedang sekarang in casu I Gusti Ayu Ita Dewi 

menghibahkan obyek hibah kepada Sven Hollingger adalah hal lain, dimana 

Drs. I Gusti Rai Tantra tidak bisa ikut campur didalamnya. 

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk menganalisis 

secara mendalam, khususnya mengenai akta hibah yang dilakukan oleh suami 

istri sepanjang perkawinan, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian 

dengan judul KETERLIBATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN 

AKTA HIBAH ANTARA SUAMI ISTRI (Studi Kasus Nomor 

723/Pdt.G/2013 PN.Dps). 

 
 

B. Permasalahan 

 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Apakah pertimbangan hakim pada kasus yang terjadi di dalam Putusan 

Nomor 723/Pdt.G/2013 PN.Dps. sudah sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku di Indonesia? 
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2. Bagaimana keterlibatan notaris dalam pembuatan akta hibah antara suami 

istri yang terjadi pada Putusan Nomor 723/Pdt.G/2013 PN.Dps. ditinjau 

dari ketentuan hukum yang berlaku? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

 
Tujuan dari penelitian ini adalah: 

 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim pada kasus yang terjadi di dalam 

Putusan Nomor 723/Pdt.G/2013 PN.Dps. apakah sudah sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. 

2. Untuk mengetahui keterlibatan notaris dalam pembuatan akta hibah antara 

suami istri yang terjadi pada Putusan Nomor 723/Pdt.G/2013 PN.Dps. 

ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku. 

 
 

D. Manfaat Penelitian 

 
Manfaat dalam penelitian ini adalah: 

 
1. Secara teoritis adalah hasil penelitian yang dituangkan dalam penelitian ini 

dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang hukum keluarga, 

khususnya keterlibatan notaris dalam pembuatan akta hibah antara suami 

istri. 
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2. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini akan dapat memberikan 

masukan bagi para praktisi hukum dalam melakukan analisis terhadap 

kasus-kasus tentang perjanjian hibah antara suami istri. 

 
 

E. Sistematika Penulisan 

 
Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari: 

 
BAB I PENDAHULUAN 

 
Berisi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 
Bab ini berisikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu Teori Negara Hukum, Hukum Perkawinan Indonesia, 

Perjanjian , Kepastian Hukum, dan Perlindungan Hukum. 

BAB III METODE PENELITIAN 

 
Berisi uraian mengenai Macam Penelitian, Tipe Penelitian, Jenis 

Data yang Dibutuhkan, Teknik/Metode Pengumpulan Data, dan 

Analisis Data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 
Bab ini membahas pembahasan permasalahan mengenai putusan 

hakim yang membatalkan perjanjian hibah antara suami dan istri 

pada Putusan Nomor 723/Pdt.G/2013 PN.Dps. sudah sesuai dengan 
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ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, dan keterlibatan 

notaris dalam pembuatan akta hibah antara suami istri yang terjadi 

pada Putusan Nomor 723/Pdt.G/2013 PN.Dps. ditinjau dari 

KUHPerdata dan UU Jabatan Notaris. 

BAB V PENUTUP 

 
Bab terakhir ini berisi kesimpulan dan saran. 


